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ABSTRAK

PERBANDINGAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN DAN HAK ANAK
DALAM HAL WARIS YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN MENURUT
HUKUM PERDATA (BW) DAN HUKUM ISLAM

Melta Artini

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara
keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris
sangat erat kaitannya dengan hak waris dari kedua orang tuanya untuk
mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perzinahan yang
menghasilkan anak diluar nikah atau anak tidak sah oleh hukum waris. Dalam
sistem kewarisan di Indonesia anak mempunyai kedudukan yang diutamakan
dibandingkan ahli waris yang lain baik itu menurut hukum Islam, perdata ataupun
hukum adat oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya
golongan ahli waris, artinya lain-lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris
apabila si pewaris meninggalkan anak. Rumusan Masalanya untuk mengetahui 1.
kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan menurut Hukum Perdata (BW)
dalam penerapan warisan 2. kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan menurut
Hukum Islam dalam penerapan warisan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini
adalah penelitian hukum ormative atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu
penelitian hukum yang dilakuakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau atau
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier, bahan-bahan terrsebut disusun secara sistematis, dikaji,
kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang
diteliti.

Kedudukan (status) anak yang lahir di luar kawin merupakan suatu
masalah bagi anak luar kawin ini, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak
dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah. Hak anak selama
masih dalam kandungan sampai selesai menyusui ibunya memiliki hak yang sama
anatara anak sah maupun anak luar kawin. Anak di luar nikah yang diakui secara
sah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya. Hubungan
hukum antara anak di luar nikah dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada
pengakuan secara sah. Kedudukan anak di luar nikah tidaklah sama dengan
kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta
peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris.

Kata kunci : Kedudukan , anak, hak, waris.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dahulu pada masa Nabi Muhammad S.AW suatu perkawinan sudah

dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan hendaknya
dilakukan dengan diumumkan kepada masyarakat luas, yaitu dengan diadakannya
walimatul ursy, tetapi dengan adanya perkembangan jaman yang selaras
mengikuti perkembangan masyarakat di Indonesia, suatu perkawinan akan sah
apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yaitu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan setiap umat manusia
sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-
undang Perkawinan) dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut
dengan KHI).

Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan juga menyebutkan bahwa

dalam setiap perkawinan diadakan pencatatan (pasal 2 ayat (2) Undang-

undang Perkawinan dan pasal 5 KHI), hal ini dimaksudkan untuk

terciptanya ketertiban pelaksanaan perkawinan, terciptanya kepastian

hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu

sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri,

hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain."

Perkawinan merupakan usaha untuk menjaga kelangsungan hidup manusia

dan melindungi nazab. Namun terkadang perlindungan tersebut seringkali

ternodai dengan adanya suatu perzinaan atau hubungan diluar nikah. Seringkali

! Firdawer, figh mawaris, 2016, Bandar Lampung: Fadil Hamdani, him.212



hal tersebut menghasilkan keturunan yang tidak sah dari hasil perzinaan tersebut
dan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan kedudukan anak yang sah. Oleh
karena itu anak luar kawin sebagai hasil dari suatu perzinaan yang dilakukan oleh
kedua orangtuanya tidak akan mendapatkan haknya sebagaimana hak yang
didapatkan oleh anak sah terutama dalam hal kewarisan berdasarkan hak waris
dari orangtua biologisnya sebelum ada pengakuan dari orang tua biologisnya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara
keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris
sangat erat kaitannya dengan hak waris dari kedua orang tuanya untuk
mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perzinahan yang
menghasilkan anak diluar nikah atau anak tidak sah oleh hukum waris.

Dalam sistem kewarisan di Indonesia anak mempunyai kedudukan yang
diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain baik itu menurut sistem hukum
Islam, perdata ataupun hukum adat oleh karena mereka pada hakekatnya
merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya lain-lain sanak keluarga
tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak. Namun dalam hal
suatu warisan dapat terjadi konflik apabila terdapat anak luar kawin yang dapat
menjadi ahli waris.

Hal ini dapat menjadi konflik mengingat bahwa anak luar kawin tersebut
juga merupakan anak biologis dari orangtuanya walaupun anak luar kawin
tersebut dihasilkan saat keduanya tidak sedang terikat secara sah menurut hukum
perkawinan yang berlaku. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah

adalah bukan anak yang sah, sehingga membawa konsekuensi dalam bidang



perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mengingat antara anak sah dan tidak sah (anak luar kawin) yang menjadi
perbedaan adalah mengenai konsekuensinya terhadap hukum yang berhubungan
antara orangtua dengan anaknya. Bukan dalam hak-hak sipil (untuk hak-hak
sipilnya, tetap bisa di dapat apabila, ibu bisa mendapatkan akta kelahiran sianak
walaupun di luar nikah, terhadap si anak dari Dinas Kependudukan dan catatan
Sipil setempat). Ketidakjelasan status si anak luar kawin di muka hukum,
mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja,
suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
Oleh karena itu sudah menjadi hak bagi si anak luar kawin untuk menuntut hak
dalam mendapatkan warisan dari orangtua biologisnya.

Dengan demikian, maka hubungan anak dengan ayah biologisnya dan
kelurganya dalam lapangan hukum tidak dianggap ada, sehingga dalam hal ini
tidak ada hukum waris dianut bak dalam kompilasi Hukum Islam maupun kitab
undang-undang Hukum Perdata (BW). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa
kedudukan anak tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi,
sampal saat ini PP tersebut belum juga diatur.

Sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewarisi hanya berlaku bagi anak
luar kawin yang diakui ayah atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan
ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewarisi. Berbeda dengan
Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Anak luar kawin hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dalam
pasal 43 ayat (1) UUP jo. Pasal 100 KHI). Ditegaskan pula oleh M. Ali
Hasan, dalm bukunya “ Hukum Warisan Dalam Islam”, bahwa anak luar
kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, maka

menurut pasal 280 KUH Perdata, ayah dan ibunya harus melakukan
tindakan pengakuan. Apabila tindakan pengakuan tidak dilakukan akan



mengakibakan anak tersebut tidak ber-ayah dan ber-ibu. Sedangkan untuk
anak zina dan anak sambang tidak ada kemungkinan untuk diakui.?

Dalam hukum waris Islam dan hukum waris perdata telah diatur mengenai
warisan bagi anak luar kawin secara berbeda-beda sesuai dengan prinsip-prinsip
yang diatur oleh hukum waris Islam dan hukum waris perdata yang tentunya
bersendikan terhadap keadilan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan
studi lebih lanjut mengenai “Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak
Dalam Hal Waris Yang Lahir Diluar Pernikahan Menurut Hukum Perdata

(BW) Dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah
Masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang
akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut :
1. Bagaiman kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan menurut Hukum
Perdata (BW) dalam penerapan warisan?
2. Bagaimana kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan menurut Hukum

Islam dalam penerapan warisan?

C. Ruang lingkup dan Tujuan

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah
bidang hukum perdata khususnya kedudukan anak dalam hal waris yang lahir di
luar pernikan menurut Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam. Pembahasan

ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan

2 M. Ali Hasan, 2012, Hukum Warisan Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, him.134



tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan
juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu, dan sistem
matis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi
tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan
permasalahan yang ada pada judul skripsi ini.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :
1. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam hal waris yang lahir di luar

pernikahan menurut Hukum Perdata (BW).
2. Untuk mengetahui kedudukan anak dalam hal waris yang lahir di luar
pernikahan menurut Hukum Islam.

D. Kerangka Konseptual
1. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian dengan
cara membandingkan peraturan perundang-undangan dan institusi hukum dari
segi negara atau lebih. Perbandingan hukum bergerak pada pertanyaan ilmiah dan
juga merupakan metode studi.®
2. Kedudukan

Kedudukan dalam kamus besar adalah tempat kediaman yang berarti
kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya)
tinggal untuk melalukan pekerjaan atau jabatan. Sedangkan secara umum
kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok

sosial dan arti dari kedudukan sosial itu adalah tempat seseorang dalam

>« Perbandingan Hukum * melalui “ http://nhukum.uma.ac.id/Perbandingan-hukum

“ Diakses pada 08 November 2021


http://hukum.uma.ac.id/Perbandingan-hukum

lingkungan pergaulannya serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut
memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja.

Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam
memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat
mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut. *

3. Waris

Kata waris adalah dari bahasa arab, dalam buku Ensiklopedi Islam
disebutkan, kata “ waris “ berasal dari bahasa arab warisa-yarisu-warsan atau
irsan/ turas, yang berarti “mempusakai”, waris adalah ketentuan tentang
pembagian harta pustaka, orang yang berhak menerima waris, serta jumlahnya.

Waris yaitu harta kekayaan seseorang , pada waktu ia meninggal, maka
beralih (berpindah) ke orang lain yang masih hidup, cara memperoleh harta
waris dengan adanya pemindahan harta waris dari seseorang yang berhak
kepada orang lain, jadi secara otomatis kepemilikan harta warisan akan
berpindah pada orang lain dengan adanya kematian yang tak ditentukan
siapa yang meninggal duluan.’

Dalam hukum perdata, hukum waris merupakan konsepsi yang bersumber
pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah
hak kewajiaban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang
akan diwariskan. “Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban
yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula

halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini

juga tidak dapat diwaj ibkan”.°

*Yan pramadya Puspa, 2012, Kamus Hukum, Semarang: CV.Aneka limu, him. 284
> Ayumardi Azra, 2012, Ensiklopedi Islam, PT Ichtiar Baru Van Hove
® Eman Suparman, 2013, Intisari Hukum waris Indonesia, Bandung, mandar maju, him. 90



4. Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau
dilaksanakan oleh duo orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan
secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan
memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya,
maupun kelas sosial.”
5. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan
yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah
membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak dilajirkan dalam suatu ikatan
perkawinan yang sah. “Anak yang dilahirkan di luar nikah mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarganya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata

dengan keluarga ayahnya”.8

E. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini
adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu
penelitian hukum yang dilakuakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau atau

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

"« Pernikahan “ melalui  https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan * Diakses pada 12
November 2021
® Ibid, him 77
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bahan hukum tersier. Bahan-bahan terrsebut disusun secara sistematis, dikaji,
kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang
diteliti.
2. Sumber Data

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan maka sumber
data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu :
a. Sumber data primer

Data primer merupakan data pokok yang menjadi rujukan, dalam
pembahasan. Dan dalam hal ini peneliti akan mengambil data rujukan yang
berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu pasal 869 KUH Perdata dan dalam
Hukum Islam.
b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan
pelengkap atau kajian dalam penulisan ini. Dan data ini disebut data tidak
langsung atau tidak asli. Maksudnya adalah buku-buku, karya ilmiah, maupun
hasil pemikiran lain yang membahas permasalahan sama yang akan ikut memberi
kontribusi guna melengkapi pembahasan dalam permasalahan yang akan dibahas.®
c. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui teknik
dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan
(library research), berkaitan dengan data primer maupun yang hanya bersifat

sekunder atau pendukung.

° Winarno Surakhwan, 2012, Pengantar Penelitian llmiah (Bandung : CV. Tristo), him. 91



d. Analisis Data

Merupakan proses atau langkah-langkah dalam perorganisasian dan
mengurutkan bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan
satuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Jadi bahan hukum
diperoleh dari kepustakaan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, bahan
hukum primer seperti bahan hukum tersier seperti kamus, tulisan, dan lain-lain
diuraikan dan dihubungkan begitu sehingga disajikan dalam penulisan yang telah
dirumuskan. Bahwa cara pengelolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif
yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap

permasalahan konkrit yang dihadapi.

F. Sistematika Penulisan
Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4
(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :
BAB | : Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup,
dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta
sistematika penulisan.
BAB Il : Tinjauan Pustaka
Berisi tentang perbandingan hukum tentang kedudukan
anak dalam hal waris yang lahir di luar pernikahan menurut

Hukum Perdata (BW) dan Hukum Islam.



BAB Il :

BAB IV :

10

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan tentang kedudukan anak yang lahir di luar
pernikahan dalam hal waris menurut Hukum Perdata (BW)
dan kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan dalam
hal waris menurut Hukum Islam.

Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.
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